
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERAT RA DAERAHK
A

BlJPATE KAP AS 
OMOR I I TAHU 2005 

TENTA G 

PERUBAHA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATE KAPUA 
HUTA NOMORl0TAH 2001 TE TA G HAKP GU HA 

KEMA YARAKATAN (HPHKm) 

DE GA RAHMATTUHAN YA G MAHAE A 

BUPATIKAPUAS 

nimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang o. 32 Tahun 2004 Bab 11 [ Pasal 14 
ayat (2), urusan Pemerintah Kabupaten/Kola yang bersifat pilihan meliputi 
urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kc ejahtcraan masyarakat scsuai dcngan kondisi ke khasan 
daerah, dan potcnsi unggulan daerah yang bcrsangkutan; maka dalam 
rangka penyesuaian Peraturan Dacrah di bidang Kehutanan dirasa perlu 
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahui� 2001 
tentang Hak Pengusabaan Hutan Kcmasyarakatan (HPH-KM); 

cngingat 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di alas pi:rlu ditctapkan dcngan
Peraturan Dacrah Kabupatcn Kapua

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 temang Pembentukan Da rah
Tingkat IT di Kalimantan (Lembaran e_gara Republik Indonesia Tahun
1959 omor 72. Tambahan Lembaran Negara omor 1820);

2. Undang-Undang omor 20 Tahun 1997 ten tang P nerimaan egara Bukan
Pajak (Lembaran egara Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran

cgara Norn.or 3687) 

3. Undang-Undang omor 23 Tahun 1997 tentang Pengclolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran cgara Tahuo 1997 omor 68 Tambaban Lembaran

egara omor 3699) : 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tcntang Kchutanan (Lembaran
egara Tahun 1999 omor 167 1'ambahan Lembaran Negara omor

3888)·

5. Undang-Undang omor 10 Tahun 2004 tent ng Pcmbentuknn Peraturnn
Pcrundong-Undang.in (Lcmbaran cgara Rcp\lblik In.done ia Tahun 2004

omor 53, Tambahan Lembaran cgara omor 4389); 

6. Undang-Undang omor 32 Tahun 2004 lcnlung Pemcrinlahan Dacrab 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 125, Tainbahan 
Lembaran egara omor 4437); 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewcnangan 
Pcmerintah dan Kcwenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom (Lcmbaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 
Pcnyusunan Rcncana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 
Pcnggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 146); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Kapuas; 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 200 I tentang Hak 
Pengusahaan I lutan Kemasyarakatan (l lPH-KM). 

Dengan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
dan 

\1cnetapkan 

BllPATIKAPlJAS 

MEM U T US KAN 

PER~TURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TE~TA~G 
PERlJBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATE~ 1-0\Pl.\ 
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG HAK PENGUSAHAA.t'i Hl'T.--L" 
KE.:VIASYARAKA TAN (HPH-K.1\1). 

Pasal I 

Bcbt.:rapa kctentuan dalam Peraturan Daerah Kabupatcn Kapuas Nomor I 0 
Tahun 200 l tentang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPH-Klvt), 
yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 200 I 
Nomor 16 Seri : D diubah sebagai berikut: 

J. Judul Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikul : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPlJAS TENTANG HAK 
PENGELOLAAN llUT AN KEMASYARAKA TAN/ 

SOClAL FORESTRY 



2. Kctentuan Pasal I huruf g diubah, ditambah ketentuan baru dan diubah tata 
urutan penulisannya sehingga secara keseluruhan Pasal l berbunyi sebagai 
bcrikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dtmaksud dcngan : 

I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pcmcrintah Kabupatcn Kapuas; 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas; 

-l. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Kapuas, sclanjutnya 
disebut DPRD adalah Badan LegislatifDaerah sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 

5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas; 

6. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kchutanan Kabupaten 
Kapuas; 

7 Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan; 

8. Kawasan Pengembangan Produks1 atau yang disingkat KPP dan 
Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya yang disingkat KPPL 
adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan 
kepentingan pcmbangunan diluar bidang kehutanan; 

9. Tebang Pilih Tanam lndonesia yang selatliutnya disingkat TPTI adalah 
sistem Silv1kultur meliputi cara pcnebangan dcngan batas diameter dan 
kegiatan permudaan hutan; 

10. Provisi Sumber Daya Hutan yang sclanjutnya disingkat PSDH adalah 
pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intnnsik dari hasil 
hutan yang dipungut dari hutan ncgara; 

11. Dana Rebiosasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang 
dipungut dari pemegang izin usaha pcmanfaalan hasil hutan dari hutan 
alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka rcboisasi, rchabilitas1 
hutan serta kegiatan pendukungnya; 

J 2. Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan / Social Forestry, selanjutnya 
disingkat menjadi HPHKm / SF adalah hak untuk memanfoatkan hasil 
hutan berupa kayu pada areal tertcntu yang dikeluarkan oleh l3upati; 

13. Social Forestry adalah sistem pcngelolaan sumber daya hutan pada 
kawasan Hutan Negara dan atau Hulan Hak, yang memberi kesempatan 
kepada masyarakat setempat sebagai pe\aku dan atau mitra utama dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraannya dalam mewujudkan kelestarian 
hutan; 

14. Rencana Karya Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (RKT
PHKm) adalah jabaran, penyesuaian dan opcrasionalisasi tahuoan yang 
meliputi kegiatan inventarisasi, pcnebangan, penanaman, pemeliharaan, 
pengamanan, perlindungan dan pembinaan masyarakat di dalam dan 
sekitar hutan dari Rencana Karya Lima Tahunan Pcngusahaan 
IJutan/R.encana Karya Lima Tahunan Pengclolaan Hutan 
Kemasyarakatan (RKL-PHKm); 

15. Bagan Kerja Tahunan (BKT) adalah rencana kerja I (satu) tahun yang 
diberlakukan terhadap pemegang HPH-Km baru yang belum memiliki 
RKL-PHKm pcrtama yang sudah disahkan. 



16. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal / berdomisili tetup 
dan mempunyai KTP Kabupaten Kapuas; 

17. Areal adalah kawasan hutan yang dapat diberikan izin HPHKm I SF; 
18. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan adat dari suatu kedamangan yang 

diangkat / dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa / 
Kelurahan / Kecamatan yang tcrmasuk dalam wilayah kedamangan 
tersebut. 

3. Pasal 2 bcrbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

HPHK.m I SF diberikan pada kawasan produksi yang tidak dibebani izm 
lain di bidang kehutanan dengan tujuan untuk memproduksi hasil hut.in 
berupa kayu dengan luas maksimal 10.000 ha untuk jangka waktu 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

4. Pasal 5 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal S 

(2) Dalam hal Pemohon memenuhi persyaratan, rnaka akan diadakan 
pemeriksaan lapangan dan sosiahsasi kepada masyarakal desa di ~ekitar 
areal yang dimohon. 

(3) Bia.ya pemeriksaan lapangan dan sosialisasi dibebankan kepada 
Pemohon yang besarnya ditetapkan olch Kcpala Dinas Kchutanan 
berdasarkan peraturan yang berlaku. 

5. Pasal 6 bcrbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(I) Dinas Kehutanan membuat rekomendasi kepada Bupati apabtla 
kelengkapan persyaratan pennohonan sudah terpenuhi dan lokasi areal 
HPHK.m / SF tidak twnpang tindih dengan Hak-hak lain bcrdasarbn 
penclitian administrasi dan Bcrita Acara Pcmcriksaan (BAP) Tim 
Sosialisas1. 

(2) Atas dasar rekomendasi Dinas Kehutanan, Bupati mengusulkan 
penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kcpada Men1eri 
Kehutanan melalui Gubernur Kalimantan Tengah dengan dilengbpi 
peta wilayah pcngelolaan, data masyarakat setempat dan pote11si 
kawasan hutan. 

(3) Setelah mendapat penetapan wilayah pengelolaan hutan 
kemasyarakatan dari Menteri Kehutanan, Bupati menerbitkan Surat 
Perintah Pembayaran (SPP) luran atas pemberian izin HPHKm I 'if 
kepada pemohon dan memproses pemberian izin awal / izin sementa1 



(4) Pembayaran Juran atas pemberian izin HPJ !Km / SF dimaksud ayat (3) 
tersebut harus dilunas1 oleh pemohon dengan tata waktu scbagai 
berikut : 

a. 25 % dari total pembayaran dibayar pada saat sebclum ditcrbitkan 
Surat Bupati lentang lzin Awai HPHK.m / SF; 

b. 25 % dari total pembayaran dibayar pada tahun kedua Izin Awai 
HPHKm/SF; 

c. 25 % dari total pembayaran dibayar pada tahun ketiga lzin Awai 
HPHKm / SF; 

d. 25 % dari total pernbayaran dibayar pada tahun keempat lzin Awai 
HPH.Km/SF. 

(5) Pembayaran tahap pertama dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
setelah surat perintah pembayaran diterbitkan dan apabila mclcbihi 
batas waktu tcrsebut maka proses pembcrian lzin Awai HPHKm / SF 
bata! dengan scndirinya. 

6. Pasal 7 bcrbunyi scbagai berikut : 

( l) Besamya iuran dari alas pemberian izin HPJ IKm /SF ditctapkan sebesar 
Rp. 30.000,- pcrhek.tar; 

(2) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (I) point diatas akan dikenakan 
kembali pada saat permohonan perpanJangan izin HPHKm/SF; 

(3) Lu.ran atas pemberian izin HPHKm / SF disctor ke Kas Negara. 

7. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasa l 8 

(I) Bupati mencrbitkan Surat lzin Awai / !zin Semcntara HPHKm SF 
se!ama 7 (tujuh) tahun, scte!ah pcmohon mcmbayar luran ata:. 
pemberian i:dn HPHK.m / SF scbagaimana dimaksud pada Pasal 6 
ayat (4). 

(2) Bupati akan menerbitkan 1z1n definitif l-U)l-1.Km I SF sclama }0 (dua 
puluh) tahun apabila Pcmcgang Izin Awai/ Sementara sudah 

a. melunasi luran atas pemberian lzin H.Pl-l.Km / SF. 
b. mendapat persetujuan prinsip / izin dari Menteri Kehutanan tentang 

pemberian HPHKm / SF. 
c. melunasi utang / tunggakan Provisi Sumber Daya I lutan dan Dana 

Reboisasi (PSDH-DR). 
d. mernbuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sesuai 

ketentuan yang bcrlaku. 
e. melaksanakan tata batas dan rehabililasi hutan 

(3) Jzin definitif HPHK.m / SF berlaku selama 20 (dua puluh) tahun 
sebagaimana terscbut dalam ayat (2), termasuk lzin Awai / Scmcntara 
selama 7 (tujuh) tahun. 



(4) lzin Awai / Sementara HPHK.m / SF yang terlctak pada Kawa:mn 
Pcngcmbangan Produksi (KPP) dan atau Kawasan Pcmukiman dan 
Pcnggunaan lainnya (KPPL), tidak dapat dibcrikan izin dcfinitifnya. 

8. Pasal 9 diubah sebagai berikut : 

Pasal 9 

(l) Kepala Dinas Kchutanan scbclum mclakukan pcogcsaban atau 
mcncrbitkan Pcrtimbangan Tck.nis Dagan Kct:ja Tahunan (BKT) / 
Rcncana Karya Tahunan (RKT) HPHKm / SF, wajib mclaksanakan 
penilaian dan pcngarahan tcknis terha<lap pembuatan / pcnyusunan 
usulan BKT/RKT I IPHKm / SF serta mcmcriksa kelcngkapan 
persyaratan yang diserahkan oleh Pcmegang lzin I IP! IKm / SF. 

(2) Pengcsahan alau pcncrbitan Perlimbangan Tcknis I3KT/RKT 
HPHKm / SF dilakukan setelah memenuhi persyaratan pokok dan 
penunjang yang ditetapkan olch Bupali. 

9. Pasal 11 bcrbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

Pcmcgang Jzin HPHK.J\.1 / SF mcmpunyai hak sebagai berikul : 
a. melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan dcngan pola Social 

forestry di areal kerjanya selama jangka waktu 20 (dua puluh) tat~un. 
b. mcnerapkan sistcm pcngclolaan hutan tradisional dan atau teknologi 

lain yang dipakai scsuai dcngan pcngclahuan clan kctcrampilanny:i 
scpanjang tidak bcrtcntangan dcngan azas kclcstarian hutan dan 
lingkungan. 

I 0. Pasal 12 berbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal 12 

Pcmcgang izin HPHKM mcmpunyai Kewajiban scbagai berikut : 

a. Menjnga Kclestarian Fungsi hutan dan lingkungan hidup scrla 
mempcrhatikan kcpcntingan umum mclalui : 
1. Penataan areal kerja dan penyusunan rcncana pcngclolaan 
2. Rehabilitasi dan pelindungan hutan 
3. Pengendalian enternal 
4. Mengikutscrlaknn scluruh anggota kclompok atau kopl.!rasi dala111 

pcngelolaan hutan dan pengcndalian internal. 

/ b. Membayar iuran kehutanan dan pungutru1 lainnya. 

c. Melakukan penanaman kembali pada areal bckas tcbangan, yang 
pengaturannya ditetapkan oleh Bupati. 



1 l. Pasal 13 huruf d berbunyi scbagai berikut: 

d. melakukan penebangan pohon-pohon di luar Blok Tebangan Tahunan 
bcrjalan yang Lelah disahkan. 

12. Pasal 14 ayal (I) hurufd bcrbunyi scbagai bcrikut : 

d. Dicabut olch Bupati karena kawasan hulan diperlukan untuk 
kepentingan umum atau kepentingan lain berdasarkan peraturan yang 
berlaku. 

13. Pasal 15 berbunyi sebagai berikul : 

Pasal 15 

( I) HP! [Km / SF dicabut karena : 

a. Pemegang Tzin HPHK.m / SF menelantarkan areal kerjanya selama 2 
(dua) tahun berturut-Lurut sejak ditetapkannya Peraturan Daerah int. 

fl b. Pemegang lzin HPHKm / SF melanggar salah satu kewajiban atau 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13. 

(2) Pcncabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) di atas dilakukan 
setelah diberikan peringatan tcrtulis oleh Kepala Dinas Kehutanan 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waklu 30 (tiga 
puluh) hari. 

14. Pasal 16 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

(2) Tanggung Jawab pcngelolaan HPHKm / SF tclap mcrupakan Langgung 
jawab Pcmegang lzin HPHKm / SF. 

15. Pasal 18 berbunyi sebagai sebagai berikut : 

Pasal 18 

{I) Pemohon fzin HPHK.m / SF yang masih dalam proses diperlakukan 
scsuai ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini. 

(2) Pcngaturan teknis tentang lIPHK.m / SF ak.an disesuaikan sebagaimana 
mestinya olch Bupati apabila Petunjuk Teknis sesuai Peraturan Mcnteri 
Kehutanan Nomor P.01/Menhut.Il/2004 telah diberlakukan. 

16. Pasal 19 berbunyi sebagai sebagai berikut : 

Pasal 19 

Pemegang Izin Awal / Izin Sementara HPHK.111 / SF yang sudah ada 
seb~lu111 ditet\\pkannya Peratunm Daerah ini, hak-hakny11 diutur scbagai 
berikut: 



a. 

\.. b. 

Pemegang lzin Awal I lzin Semcntara HPHKm / SF yang mempunyai 
jangka wak.tu 3 (tiga) tahun, 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun 
walaupun sudah berakbir jangka waktunya, dapat mcogajukan 
pcnnohonan pcrubahan masa bcrlaku lzin /\ wal / lzin Scmcntara 
mcnjadi 7 (tujuh) tahun tcrhitung scjak lzin Awal / lzin Scmcntara 
diterbitkan, kecuali bagi Pcmegang lzin Awai / Izin Scmcntara yang 
arealnya bcrada pada Kawasan KPP dan atau KJ>PL. 

Bagi Pcmcgang lzin Awai / lzin Scmcntara HPHKm / SF yang bclum 
mcnyclcsaikan pcmbayarnn lurnn alas l~in lll'IIKm / s1: maka batas 
waktu pcmbayaran ditelapkan Peraturan Dacrah ini. , 

c. Sctiap Pcmcgang fain diwajibkan melabanakan kcwajiban bcrdasarknn 
Pcraturan Dacrah ini. 

17. Scmua istilah l!J>ll-KM, diubah dan <libaca IIPHKm / SF. 

18. Scmua istilah l'ungutan Daerah, <liubah dan dibaca luran. 

Pasal I[ 

Pcraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mcngctahuinya mcmcrintahkan pcngundangan 
Pcraturan Dacrah ini dengan pcnempatanny.i dalam Lcmbara11 Dacrah 
Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pa<la tan11gal 13 Oktobcr 2005 

/ 

•KIYO A.A. 

LE Ill\ - ERAH KABUPATEN KAPUAS 
·r.A. l ll N _ ns NOMOR: 1 I 

Ditctapkan di Kuala Kapuas 
·-.a: ,,o......,1 13 Oktober 2005 ~ 

)' 

1 KAP U 1\ S. 

Telah nelcwall batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah. 
(Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal 
Penya npaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas). 


